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Terpakai ke dalam Aplikasi Persediaan

Kepala Biro Umum/Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (terlampir)

di Jakarta

Sehubungan dengan pembukuan persediaan dalam rangka penyusunan Laporan

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) berbasis akrual, serta menyusuli surat kami
Nomor S-6478/PB.6/2016 tanggal 3 Agustus 2015 hal Penggunaan Akun Belanja yang
menghasilkan Persediaan, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Dalam surat dimaksud, telah kami sampaikan bahwa suatu barang dapat digolongkan
sebagai persediaan apabila perencanaan pengadaan barang tersebut bersifat kontinu atau
berkelanjutan, tidak hanya untuk satu kali kegiatan saja;

Pada lampiran surat tersebut, dijelaskan dalam llustrasi Penggunaan Akun Belanja yang
Menghasilkan Persediaan bahwa pengadaan seminar kit untuk kegiatan sosialisasi yang
direncanakan hanya untuk satu kali kegiatan saja dilakukan menggunakan akun Belanja
Bahan (akun 521211), tidak menggunakan akun belanja persediaan;

Namun dalam praktiknya di lapangan, seringkali ditemukan bahwa seminar kit atau barang
sejenis yang direncanakan hanya untuk satu kali kegiatan tidak habis terpakai setelah
kegiatan dimaksud dilaksanakan,

Dalam hal nilai sisa barang tersebut material, agar dicatat sebagai persediaan melaiui
perekaman dalam Aplikasi Persediaan menggunakan menu “pembelian” atau “opname
fisik”. Adapun petunjuk teknis perekaman sisa seminar kit tersebut adalah sebagaimana
ilustrasi terlampir.

Ketentuan di atas mulai diberlakukan pada saat penyusunan Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) TA 2016.

Demikian kami sampaikan untuk dipedomani, atas perhatian Saudara/i kami sampaikan

terima kasih.

Tem

Dirkktur,

QFirmansyah N. Nazaroedin
. NIP 196405191984021001
busan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan,

2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;

3. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan;,
4. Para Kepala KPPN.



Lampiran

Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Nomor S- 92|& /PB.6/2016

Tanggal ,?' Maret 2016

llustrasi Pencatatan Sisa Barang yang Tidak Habis Terpakai
Ke dalam Aplikasi Persediaan

Tata cara pencatatan:

Gk LN

Niat awal dari pengadaan barang adalah habis dalam satu kali kegiatan;

Pengadaan barang telah dilakukan menggunakan akun belanja non persediaan;

Setelah kegiatan selesai dilaksakanan, terdapat sisa barang;

Nilai sisa barang tersebut material;

Satker agar melakukan perekaman sisa barang ke dalam Aplikasi Persediaan melalui menu

“pembelian” atau “opname fisik”.
6. Tujuan dari perekaman ini adalah untuk mereklasifikasi beban yang sebelumnya tercatat pada
saat melakukan pembelian barang menjadi persediaan (senilai sisa barang).

No. Menu “Jurnal dari Aplikasi Persediaan “Jurnal Penyesuaian di Aplikasi
1 SAIBA
1. | Transaksi > (D) Persediaan (D) Persediaan Belum Diregister
Persediaan Masuk > (K) Persediaan Belum Diregister (K) Beban xxx
Pembelian *kode transaksi M02
Penjelasan Jurnal:
a. Jurnal dari Aplikasi Persediaan akan dikirimkan ke Aplikasi SAIBA melalui SIMAK-BMN;
b. Jurnal Penyesuaian di Aplikasi SAIBA menggunakan Menu Jurnal Penyesuaian Kategori
Koreksi Beban Aset;
c. Beban xxx pada Jurnal Penyesuaian SAIBA menggunakan kode akun belanja (bekban) yang
digunakan untuk membeli barang dimaksud;
d. List akun Belanja/Beban xxx yang mungkin digunakan adalah sebagai berikut:

521111 Belanja Keperluan Perkantoran

521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya
- 521211 Belanja Bahan

521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya

523111 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

523119 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
523121 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

523122 Non Pertamina

523129 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya




Opname Fisik

(K) Beban Persediaan XXX
*kode transaksi P01

No. Menu Jurnal dari Aplikasi Persediaan Jurnal Penyesuaian di Aplikasi
_ SAIBA
2 | Transaksi > Hasil (D) Persediaan (D) Beban Persediaan xxx

(K) Beban xxx

Penjelasan Jurnal:

a.
b.

Jurnal dari Aplikasi Persediaan akan dikirimkan ke Aplikasi SAIBA melalui SIMAK-BMN;
Jurnal Penyesuaian di Aplikasi SAIBA menggunakan Menu Jurnal Penyesuaian Kategori

Koreksi Antar Beban,
Beban xxx pada Jurnal Penyesuaian SAIBA menggunakan kode akun belanja (beban) yang
digunakan untuk memperoleh barang dimaksud,;

. List akun Belanja/Beban xxx yang mungkin digunakan adalah sebagai berikut:

521111 Belanja Keperluan Perkantoran
521116 | Belanja Keperluan Perkantoran 'Kfé's_é_ifiéﬁéﬁana'r'i“ijé?"ﬁggerl """"""""""""""""""""""""
521119 | Belanja Barang Operasiaﬁél Lainnya ]
L
M TP IE T A "
""""" 523111 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
523121 | Belanja Pemelinaraan Peralatan dan Mesin
" “Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus
523122 Non Pertamina
____ 553120 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
""""" 523131 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1
523132 | Belanja Pemelharaan Ingasi
523133 | Belanja Pemeliharaan Jaringan meAeeS =
""" 523199 | Belanja Pemeliharaan Lainnya




Yth.

Lampiran

Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Nomor S-23|% /PB.6/2016
Tanggal i? Maret 2016

No.

Kepala Biro Keuangan/Umum Kementerian Negara/Lembaga:

Kepala Biro Keuangan Setjen Majelis Permusyawaratan Rakyat

2 | Kepala Biro Keuangan Setjen Dewan Perwakilan Rakyat

3 | Kepala Biro Keuangan Setjen Badan Pemeriksa Keuangan

4 | Kepala Biro Keuangan Setjen Mahkamah Agung

5 | Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung

6 | Kepala Biro Keuangan Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara

7 Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Setjen Kementerian Dalam
Negeri

8 | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Luar Negeri

9 | Kepala Pusat Keuangan Setjen Kementerian Pertahanan

10 | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

11 | Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kementerian Keuangan

12 | Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Kementerian Pertanian

13 | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Perindustrian

14 | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

15 | Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Kementerian Perhubungan

16 | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

17 | Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Kesehatan

18 | Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Agama

19 | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Ketenagakerjaan

20 | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Sosial

21 | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

22 | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Kelautan dan Perikanan




No. | Kepala Biro Keuangan/Umum Kementerian Negara/Lembaga:

23 | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

24 Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan

25 | Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

26 Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan

27 | Kepala Biro Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

28 | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Pariwisata

29 | Kepala Biro Umum dan Humas Kementerian Badan Usaha Milik Negara

30 | Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

31 | Kepala Biro Keuangan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

32 Kepala Biro Keuangan Sekretariat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah

33 | Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

34 | Kepala Biro SDM dan Umum Sekretariat Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi

35 | Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Intelijen Negara

36 | Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Lembaga Sandi Negara

37 | Kepala Biro Keuangan Setjen Dewan Ketahanan Nasional

38 | Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik

39 | Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan

. Nasional/BAPPENAS

40 | Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Utama Kementerian
Agraria dan Tata Ruang

41 | Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Perpustakaan Nasional

42 | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Komunikasi dan Informatika

43 | Kepala Pusat Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia

44 Kepala Biro Keuangan dan Perencanaan Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat

dan Makanan




No.

Kepala Biro Keuangan/Umum Kementerian Negara/Lembaga:

45

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Lembaga Ketahanan
Nasional

46

Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal

47

Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasional

48

Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi

Kepala Biro Keuangan dan Pengolahan BMN Sekretariat Utama Badan Kependudukan

42 dan Keluarga Berencana Nasional

50 | Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

51 | Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

52 | Kepala Biro Keuangan Setjen Komisi Pemilihan Umum

53 | Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Mahkamah Konstitusi

54 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan

55 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Lembaga lImu
Pengetahuan Indonesia

56 | Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional

57 | Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

58 | Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

59 Kepala Biro Umum dan Keuangan Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial

60 Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan TU Sekretariat Utama Badan Standardisasi
Nasional

61 | Kepala Biro Umum Sekretariat Ut_ama Badan Pengawas Tenaga Nuklir

62 | Kepala Biro Umum Lembaga Administrasi Negara

63 | Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Arsip Nasional Republik Indonesia

64 | Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara

65 Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan '

66 | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Perdagangan




No.

Kepala Biro Keuangan/Umum Kementerian Negara/Lembaga:

67

Kepala Biro Keuangan Badan Ekonomi Kreatif

68

Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Sekretariat Kementerian Pemuda dan
QOlahraga

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan

2 Korupsi

70 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Daerah

71 | Kepala Biro Umum Komisi Yudisial

72 | Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana

73 Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Utama Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

74 | Kapokja Keuangan Sekretariat Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

75 Kepala Biro Umum dan Keuangan Sekretariat Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

76 | Kepala Biro Umum Sekretaris Utama Badan SAR Nasional

7T

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas
Persaingan Usaha

78 | Kepala Biro Keuangan Umum Sekretariat Badan Pengembangan Wilayah Suramadu

79 | Kepala Biro Umum Setjen Ombudsman RI

80 | Kepala Biro Keuangan Sekretariat Badan Nasional Pengelola Perbatasan

81 | Kepala Biro Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam

82 | Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

83 | Kepala Bifo Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kabinet

84 | Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

85 | Direktur Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

86

Direktur Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

87

Deputi Komersil Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan PB Sabang




